
BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2O2O TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN KAHAR AKIBAT
PANDEMT CORONAWRUS D/SEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI KARO,

bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah

dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan diberikan relaksasi kepada wajib pajak untuk
melunasi utang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan

sanksi administratif dalam keadaan kahar akibat pandemi

Corona Virus Disease 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2O2O

tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Keadaaan Kahar

Akibat Pandemi CoronaVirus Di.sease 2O19;

Undang Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten * Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LO92l;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 42861

Mengingat 1.

b.

2.

3. Undang - Undang ...



3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pa.jak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang Undang Nomor 1.2 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor

15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang - Undang

Nomor 12 Tahun 2A1.1 tentang Pembentukan Peraturan

Pertrndang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Al9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang * Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 549\;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9

Tahun 2Al5 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e};

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 20LO tentang Jenis

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala

Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Waiib Pajak (Lembaran

4.

5.

6.

7.

8.

Negara...



9.

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

517el,;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2AtL tentang Pembahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.O3 I 20|7 tentang

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 8751;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 |PMK.A3 /2O2O tentang

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam

Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Vints Diseose 2019

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 3a2l;

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O3 Tahun 2A12

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo

Tahun 2OL2 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Karo Nomor O1);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O5 Tahun 2OL6

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo

(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

10.

11.

L2.

13.

L4.

15.

16. Peraturan ...



16- Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2ol2 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Karo Tahun 2Ol2 Nomor 04);

17. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2Ol3 tentang
Pedoman umum Penyelenggaraan pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karo

Tahun 2Ot3 Nomor 07);

18. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2A2O tentang
Penghapusan sanksi Administratif pqjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dalam Keadaaan Kahar Akibat
Pandemi corona virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2O2O Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2O2O TENTANG PENGHAPUSAN

SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN KAHAR AKIBAT
PANDEMI CORONA WRUS D/SEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun
2O2O tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Keadaaan Kahar Akibat
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2O2O Nomor 36) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
T[rjuan
Pasal 3

Penghapusan sanksi administrasi bertr4'uan :

a. memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi
utang PBB P2 tanpa denda;

b. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor pBB p2;
dan

c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan pBB p2.

Pasal II ...



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah

Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe

Pada tanggal lL slTo$6e YP

Diundangkan di Kabanjahe

pada tanggal 13 0Kogev ')tY

SEKRETARI KABUPATEN KARO,

N PURBA

BERTTA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2O2O NOMOR 13


